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PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia di muka bumi tidaklah akan
pernah lepas dari lingkungan. Lingkungan telah
menyediakan beragam kebutuhan yang merupakan syarat
mutlak bagi manusia untuk mempertahankan kehidupannya
karena lingkungan menyediakan air, udara, sinar matahari,
dan berbagai macam jenis sumber daya alam untuk
memenuhi kebutuhan tersebut.*

Mengingat eksistensi lingkungan yang sangat penting
bagi kehidupan manusia, maka kelestariannya harus dijaga
dan dilindungi. Manusia harus hidup serasi dengan
lingkungan agar dapat menikmati kehidupan dengan baik

dan layak. Memang tidak dapat dinafikan bahwa

! A’an Efendi, Hukum Lingkungan, Instrumen Ekonomik dalam
Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan beberapa
Negara, Cetakan Pertama, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, him.1.



lingkungan merupakan bagian integral dari kehidupan
manusia dimanapun mereka berada.

Lingkungan yang sehat akan membuat penduduknya
berbahagia, sedangkan lingkungan yang rusak akibat
pembangunan akan membuat penduduk menderita. Oleh
karena itu lingkungan harus menjadi ukuran keberhasilan
suatu proses pembangunan bangsa dan umat manusia”.?
Dari sini kemudian, sebagai identitas sebuah negara di
manapun berada sangatlah penting untuk berinisiatif
sedemikian rupa agar lingkungannya selalu terjaga dan
terhindar dari segala apapun yang dapat merusaknya.

Lingkungan tidak hanya penting bagi satu bangsa
semata, namun secara internasional, lingkungan merupakan
hal yang sangat urgent dan availlable untuk selalu
didiskusikan  eksistensinya.  Pentingnya  eksistensi
lingkungan secara internasional tersebut dijelaskan oleh

Fuad Amsyari dalam bukunya yang berjudul “Membangun

Lingkungan  Sehat,” mengatakan bahwa masalah

2 Ibid.,



lingkungan telah menjadi perhatian internasional, bahkan
kepopulerannya  sering disejajarkan dengan Hak Asasi
Manusia (HAM) dan demokrasi.® Dalam arena ini, menjadi
wajar apabila Negara memberikan hak kepada warganya
untuk memberikan lingkungan yang sehat sama pentingnya
ketika negara memberikan hak demokrasi kepada
warganya.

Pada tataran kenegaraan Indonesia sendiri, ketentuan
mengenai pentingnya lingkungan hidup telah dijelaskan
secara filosofi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vyang pada
dasarnya bertujuan membentuk suatu pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia. Ketentuan ini menegaskan
bahwa Negara memiliki kewajiban dan tugas untuk

melindungi segenap sumber-sumber insani bangsa dalam

% Ibid., him. 2.



lingkungan hidup Indonesia guna kebahagian seluruh
rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.”

Pada Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan
bahwa;’

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan
layanan kesehatan.”

Artinya bahwa negara telah mengikrarkan melalui
amanah kostitusi tentang hak semua warga negaranya untuk
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Konsekuensi logisnya negara harus mengatur sedemikian
rupa agar lingkungan hidup di negara ini tetap lestari dan
terhindar dari bencana yang nantinya akan merugikan dan

menyengsarakan rakyat.

* Ibid.
> Lihat Pasal 28H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Perubahan ke Dua



Pada dasarnya tanggung jawab negara ini tidak dapat
terealisasi jika tidak ada kerja sama antara semua elemen
masyarakat, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak
masyarakatnya sendiri. keduanya harus bahu membahu
memperhatikan dan merawat alam semesta ini demi
kepentingan bersama bukan merupakan kepentingan
golongan tertentu saja yang menginginkan perbaikan dan
pembangunan dari satu sisi saja. Padahal menurut hemat
penulis sebenarnya kunci dari pembangunan yang berhasil
adalah pembangunan yang selaras dengan pemanfaatan
lingkuangan hidup yang baik dan benar, karena jika sedikit
saja lingkungan terusik dari tangan-tangan yang tidak
bertanggung jawab, maka bencana bisa datang kapan saja.
Oleh karena itu persoalan pembangunan yang selaras
dengan prinsip-prinsip pemanfaatan lingkungan hidup yang
baik adalah isu utama yang diangkat dalam penelitian ini.

Pada intinya masih ada banyak kelemahan pada
pemerintahan ini dalam memahami platporm pemanfaatan

lingkungan hidup Selama ini. Pengelolaan lingkungan



hidup cendrung hanya pada pemanfaatan lingkungan hidup
sebagai obyek pembangunan, tanpa melihat faktor ekologi.
Hal ini diamini oleh Takdir Rahmadi dalam bukunya
lingkungan hidup di Indonesia yang mengatakan bahwa:®
“Timbulnya masalah kerusakan lingkungan hidup
disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan
kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-
galanya dalam alam semesta. Nilai dari segala
sesutau yang ada didalam alam semsta dilihat dari
sudut pandang kepentingan manusia semata. Tata
nilai yang dimiliki ini dikenal dengan istiah
anthropocentric. Berdasarkan perspektif
Anthropocentric alam semesta atau lingkungan hidup
perlu dimanfaatkan dan dilindungi semata-mata untuk
kepentingan manusia. Sumber daya alam yang
terdapat dalam alam semesta dipandang sekedar
sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan manusia

yang tidak terbatas.”

® Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan Di Indonesia, cetakan
kedua, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, him.7.



Pendapat di atas mengandung makna, bahwa dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
seimbang antara kepentingan peningkatan ekonomi dengan
kepentingan melestarikan lingkungan. Pemerintah dan
kalangan swasta dipandang sebagai pihak yang lebih
mengutamakan  kepentingan  ekonomi  dibandingkan
kepentingan pelestarian lingkungan. Perlindungan dan
pengelolaan seharusnya dilakukan secara terpadu mencakup
seluruh  bidang-bidang  lingkungan  hidup  untuk
mempertahankan berkelanjutan fungsi lingkungan hidup.’
Apalagi pada saat ini kebutuhan manusia yang semakin
meningkat, pertumbuhan ekonomi semakin pesat, maka ada
pula kegiatan bisnis pemanfaatan lingkungan pun kian
besar.

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang berorientasi
bisnis seperti ini, tidak dapat dipungkiri akan selalu
meningkat, karena memang ini sudah menjadi konsekuensi

meningkatnya kebutuhan manusia, sehingga mereka terus

" bid.,



akan membangun demi mengumpulkan pundi-pundi
ekonomi. Dari sini pemerintah memiliki tugas untuk selalu
mengontrol kegiatan pembangunan tersebut agar sesuai
perencanaan tata ruang yang baik, karena aktivitas yang
dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya
bernuansa pemanfaatan sumberdaya alam tanpa merusak
lingkungan.®. Namun karena keterbatasan manusia,
terkadang hal tersebut terlalaikan.

Salah satu kasus yang sering terjadi dan sering sekali
menyebabkan kerusakan lingkungan karena kurangnya
perencanaan tata ruang adalah pembangunan tempat wisata
dengan dalih untuk meningkatkan investasi daerah di
bidang tourism dan meningkatkan perekonomian warga.
Pembangunan wisata The Lost World Castle merupakan
salah satu obyek wisata alam yang berbentuk kastil atau
rumah benteng yang terletak di Dusun Petung, Desa
Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman Yogyakarta.

Meskipun pembangunan belum selesai, obyek wisata seluas

® Juniarti Ridwan, Achmad Sodik, 2013, Hukum Tata Ruang dalam
Konsep Kebijakan Ekonomi Daerah, Bandung nuansa, him. 29.



1,3 hektar tersebut sudah dibuka sejak Januari 2017, dan
setiap hari didatangi banyak wisatawan. Jarak lokasi kastil
itu ke puncak Gunung Merapi sekitar 6 kilometer.®
Mirisnya adalah bahwa bangunan wisata alam
tersebut didirikan di kawasan rawan bencana (KRB) Il
erupsi Gunung Merapi dan wilayah konservasi air, yang
mana ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2014 Rencana Tata Ruang Kawasan Taman
Nasional Gunung Merapi serta Peraturan Bupati Sleman
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana
Gunungapi Merapi.®® Tentunya pembangunan tempat
wisata ini sangatlah berpotensi pada terganggunya aspek
sosial maupun aspek ekologi, oleh karenanya sangat
berbenturan dengan kedua peraturan tersebut. Berdasarkan
konsep besar rencana penaataan yang ada, menurut hemat
penulis pembangunan di atas seyogyanya tidak terjadi.

Pasalnya jika menilik hukum yang berlaku ada banyak

% Haris Firdaus, Yogyakarta Langgar Aturan, Kompas.com, diakses
pada tanggal 3 Februari 2017 jam 20:54 WIB.
1" www.kompas.com diakses pada 28 September 2017 Pukul 19.21

WIB


http://www.kompas.com/

prosedur mekanisme pendirian bangunan diwilayah rawan
seperti disebutkan di atas, mulai dari perizinan yang ketat,
dan bersyaratan dokumen yang rumit seperti AMDAL dan
lain-lain.

Fenomena di atas menjadi miris jika dibandingkan
dengan kondisi bahwa nyatanya negara kita sudah
sedemikian rupa memiliki peraturan perundang-undangan
yang begitu lengkap mengenai tuntunan pendirian
bangunan yang sesuai dengan segala aspek kehidupan
manusia mulai dari sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan
lingkungan hidup. Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang sudah secara eksplisit
dijelaskan mengenai hal tersebut. Belum lagi beberapa
peraturan pelaksana, hingga pada peraturan paling teknis
tingkat kabupaten sekalipun. Oleh karena itu penulis
melihat bahwa terdapat gab hukum, sehingga terjadi mal
implementasi pada peraturan perundang-undangan yang

ada. Hal ini menjadi penting untuk diteliti lebih jauh pada
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tataran kebijakan hingga pada tataran implementasi

pelaksanaan dan penegakkan hukumnya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.

Apakah Pembangunan The Lost World Castle
bertentangan dengan hukum positif?

Apakah upaya hukum pemerintahan daerah sleman
dalam menyelesaikan pendirian bangunan The Lost

World Castle didaerah kawasaan rawan bencana?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto™ tujuan penelitian
dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan
pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak
dicapai dengan penelitian yang dilakukan. Artinya
bahwa dari pernyataan tersebut Soekanto ingin

mengarahkan tujuan penelitian sangat dengan tujuan

1 Sperjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul-
Press, him. 109.
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rumusan masalah yang dicari. Tujuan untuk

mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala,

sehingga dapat merumuskan suatu masalah.*?
Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1) Mengkaji pendirian bangunan wisata alam The
Lost World Castle ditinjau dari hukum positif saat
ini.

2) Menganalisis penegakan hukum bangunan wisata

alam The Lost World Castle saat ini

1.3.2 Manfaat Penelitian
a.  Manfaat Teoritis
Secara teoritis, tentu sebagai penulis memiliki
ekspektasi besar terhadap hasil penelitian ini
kelak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan
rujukan, referensi, bahkan pedoman bagi
pembaca baik dari kalangan akademisi dan

pemerintah.

2 1bid., him. 9
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b.  Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu
pemerintah  khususnya  terkait  penataan

pembangunan tempat wisata.

1.3.3 KEASLIAN PENELITIAN
Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan
oleh penulis, tidak didapatkan karya ilmiah yang
sama persis dengan penelitian ini, namun paling tidak
ada beberapa hasil karya ilmiah yang memiliki
kesamaan variabel terkait penataan pembangunan
tempat wisata. Adapun diantaranya ialah:

1. Skripsi tentang Politik Kebijakan Konservasi (Studi
Kasus Taman Nasional Gunung Merapi) oleh Ahfi
Wahyu Hidayat."® Penelitian tersebut lebih membahas
menegenai kebijakn politik yang dilakukan oleh

pemerintah yang menetapkan status kawasan hutan

3 Skripsi, yang di tulis oleh Ahfi Wahyu Hidayat, Dengan judul
“Politik Kebijakan Konservasi ( Studi Kasus Taman Nasional Gunung
Merapi)”
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taman nasional gunung merapi yang bertujuan untuk
mencari tahu bagaimanan proses pemerintah yang
ngotot menjadikan hutan dikawasan merapi sebagai
taman nasional mensosialisasikan  kepentingan
mereka untuk memperkuat posisi mereka sebagai
stakeholder. Selain itu juga membahas mengenai
Tarik menarik kepentingan antar pemerintah dengan
kelompok yang kontra terhadap kebijakan tersebut
sebagaimana diprakarsai oleh Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia. Sedangkan penelitian penulis
tentang “kebijakan pendirian bangunan wisata The
Lost Woerld Castle dikawasan gunung merapi
ditinjau dari Undang- Undang No. 27 tahun 2006
tentang Pentaan Ruang “ mengkaji tentang pendirian
bangunan the lost world castle apakah sudah sesuai
dengan hukum positif . Penulis juga mengkaji
penegakan hukum yang dilakukan (Pemereintah)
untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta penulis

memeberikan konsep baru untuk pendirian bangunan
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wisata alam dikawasan gunung merapi agar tidak
terjadi bencana dalam jangka waktu panjang.

2. Tesis tentang Prospek pengembangan wisata di
kawasan kaliurang pasca penetapan taman nasional
gunung merapi oleh Sadtata Noor Adirahmanta.**
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji prospek
pengembangan kegiatan wisata di kali urang terkait
dengan adanya penetapan Taman Nasional Gunung
Merapi. Melalui pendekatan Fisik, Sosial-budaya dan
spasial, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh
gambaran mengenai prospek pengembangan berbagai
jenis kegiatan wisata, prasarana dan sarana serta
pengelolaan pasca penetapan TNGM. Sedangkan
penelitian penulis tentang “kebijakan pendirian
bangunan wisata The Lost Woerld Castle dikawasan
gunung merapi ditinjau dari Undang- Undang No. 27

(3

tahun 2006 tentang Pentaan Ruang mengkaji

! Tesis, ditulis oleh Sadtata Noor Adirahmanta dengan judul “Prospek
Pengembangan Kegiatan Wisata di Kawasan Kaliurang Pasca Penetapan
Taman Nasional Gunung Merapi”, Program Pascasarjana Magister Teknik
Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
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tentang pendirian bangunan the lost world castle
apakah sudah sesuai dengan hukum positif . Penulis
juga mengkaji penegakan hukum yang dilakukan
(Pemereintan)  untuk  mengatasi  permasalahan
tersebut, serta penulis memeberikan konsep baru
untuk pendirian bangunan wisata alam dikawasan
gunung merapi agar tidak terjadi bencana dalam

jangka waktu panjang

3. Penelitian tentang pengelolaan Taman Nasional
Gunung Merbabu sebagai upaya konsevasi rekrekan
(Presbytis  Fredericae) oleh Saeful Hidayat.
Penelitian ini  merupakan penelitian tentang
konservasi terhadap rekrekan di Taman Nasional
Gunung Merbabu. Rekrekan dipilih sebagai objek
penelitian karena rekrekan adalah salah satu satwa

endemik di taman nasional gunung merbabu yang

% Jurnal Ekosains, ditulis oleh Saeful Hidayat, dengan judul
“Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu Sebagai Upaya Konservasi
Rekrekan (Presbytis fredericae)”, Vol. IX, Nomer. 2, Universitas Sebelas
Maret Surakarta, Solo, 2016.
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dilindungi undang-undang dan telah mengalami
segala hal yang memicu kepunahan. Untuk
mengetahui seberapa besar penurunan populasi
rekrekan, factor apa yang menyebabkan penurunan,
jumlah vegetasi habibat rekrekan dan mengetahui
peran serta masyarakat terhadap pengelolaan habitat
rekrekan di taman nasional gunung merbabu.
Sedangkan penelitian penulis tentang “kebijakan
pendirian bangunan wisata The Lost Woerld Castle
dikawasan gunung merapi ditinjau dari Undang-
Undang No. 27 tahun 2006 tentang Pentaan Ruang “
mengkaji tentang pendirian bangunan the lost world
castle apakah sudah sesuai dengan hukum positif .
Penulis juga mengkaji penegakan hukum yang
dilakukan (Pemereintah) untuk mengatasi
permasalahan tersebut, serta penulis memeberikan
konsep baru untuk pendirian bangunan wisata alam
dikawasan gunung merapi agar tidak terjadi bencana

dalam jangka waktu panjang.
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134 KERANGKA TEORI
1. Teori Kebijakan Publik

Pada kamus bahasa Indonesia kebijakan berasal
dari kata bijak yang berarti pandai dan mahir. Kebijakan
merupakan kepandaian, kemahiran kebijaksanaan dalam
suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis
besar, dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan
kepemimpinan dan cara bertindak dalam pemerintahan
atau organisasi sebagai pernyataan cita-cita, tujuan prinsip
atau maksud sebagai garis pedoman untuk menejemen
dalam usaha untuk mencapai sasaran. Kebijakan diartikan
sebagai kepandaian menggunakan akal budi berdasarkan
pengalaman dan pengetahuan secara arif atau kecakapan
bertindak apabia menghadapi kesulitan.®

Pada penjelasan di atas sifat bijaksana diartikan
hanya sekedar pandai atau mahir. Pandai dapat bearti ahli
dalam suatu bidang ilmu, sementara mahir biasanya

diartikan sebagai sifat yang dapat berfikir cepat atau dapat

® rawan Susanto dan Hasan Hariri, 2015, Kebijakan Publik, Graha
Ilmu, Yogyakarta, him. 1.
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menemukan jawaban bagi suatu persoalan yang dihadapi
dengan cepat. Bijaksana dapat diartikan tidak selalu selalu
dikategorikan pakar dalam suatu bidang ilmu, namun
memahami hampir semua aspek kehidupan. Sifat yang
mahir akan segera memberikan jawaban yang tepat atas
suatu pernyataan, sedangkan sifat bijaksana mungkin pada
waktu yang samam tidak mau memberikan jawaban,
karena hal yang demikian dianggapnya lebih bijaksana
dari pada sekedar memberikan jawaban, tetapi juga
menjawab tepat waktu, tepat lingkungan dan tepat
sasaran.'’

Istilah kebijakan publik sendiri sebenarnya telah
sering didengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam
kegiatan akademis seperti dalam kuliah umum politik.
Istilah kebijakan (Policy Term) mungkin digunakan secara
luar seperti dalam “Kebijakan Luar Negeri Indonesia”.
Namun, istilah ini juga dipakai untuk menunjuk sesuatu

yang lebih khusus, seperti dengan kebijakan pemerintah

7 1bid.
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dengan debirokratisasi dan regulasi. Kebijakan politik
menitikberatkan pada apa yang Dewey katan sebagai
“publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik
membahas soal bagaimana isu-isu, dan persoalan tersebut
disusun dengan (contructed) dan diletakkan dalam agenda
kebijakan dan agenda politik.*®

Menurut Charles O, Jones, istilah kebijakan
(policy term) disamping digunakan dalam praktik sehari-
hari, juga digunakan untuk menggantikan kegiatan dalam
praktik sehari-hari, juga digunakan untuk menggantikan
kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini
sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), progam,
keputusan, (decision), standar, proposal, dan grand
design. Namun demikian meskipun kebijakan publik
kelihatannya cukup abstrak atau mungkin dapat
dipandang sebagai suatu yang terjadi terhadap

seseorang.™®

®Budi Winarno, 2016, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Jakarta, PT.
Buku Seru, him. 18.
Blpid.
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Adapun ciri-ciri kebijakan publik menurut Wahab

yaitu:*

a.

Kebijakan publik merupakan tindakan yang sengaja
dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu,
daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau

tindakan yang menyimpang, asal-asalan dan serba

kebetulan.

b. Kebijakan pada umumnnya merupakan ttindakan-
tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah
pada tujaun tertentu yang dilakukan oleh pejabat-
pejabat pemerintah dan bukan keputusan-keputusan
yang berdiri sendiri

c. Kebijakan publik adalah sesuatu yang nyatanya
dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu,
misalnya dalam mengatur perdagangan,
mengendalikan inflasi, mengurangi kemiskinan,
memberantas korupsi dan lain-lain.

“Ibid., him, 19.
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Kebijakan publik mungkin berbentuk positif,
mungkin pula negatif. Kebijakan yang positif
mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang
dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas
masalah tertentu.kebijakan yang negatif kemungkinan
meliputi putusan pejabat pemerintah untuk bertindak
atau tidak melakukan tindakan apapun dalam
masalah-masalah campur tangan pemerintah itu
sebenarnya justru amat diperlukan.

Pada intinya setelah melihat dari ciri-ciri di atas
maka dapat ditarik garis linier bahwa kebijakan publik
sendiri tidak dapat dinafikan dengan apa yang dinamakan
system politik. Artinya menurut Michael sendiri jika
kebijakan publik tersebut disandingkan dengan politik
maka akan menghasilkan masalah persuasi, oleh karena
itu para pembuat kebijakan tidak dapat hanya
mengeluarkan keputusan. Mereka (pemerintah) harus
mengikutsertakan dan membujuk orang-orang yang harus

mengikuti keputusan mereka jika keputusan tersebut ingin
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diterima dan dilaksanakan oleh publik.** Apabila ada ada
kebijakan yang mengalami kendala dalam pelaksaannya
maka terdapat masalah dalam proses prapembuatan
kebijakan tersebut. Masih ada pihak yang belum
dikutsertakan untuk dimintai persetujuan. Menurut hemat
penulis bahwa kebijakan publik sendiri harus bersifat
partisipatif. Sehingga kebijakan yang dibuat memiliki
target yang jelas untuk merekayasa suatu variable
pembangunan tertentu.

Pada dasarnya dalam ilmu hukum pemerintahan
yang baik, bahwa setiap kebijakan publik harus
akomodatif, representative, dan partisipatif. Kebijakan
publik partisipatif merupakan kebijakan subtansial dan
prosesnya melibatkan semua stakeholder secara
berkesinambuangan dan proporsional. Esensinya Yyaitu
kesepakatan tentang pola tindakan yang akan dilakukan
dalam mewujutkan kemanfaatan terbesar bagi sebanyak

mungkin orang. Asumsinya adalah, semakin tinggi derajat

2! Michael Moran, Martin Rein, dkk, Handbook Kebijakan Publik, Nusa
Media, Bandung, 2015, him. 1.
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partisipasi, maka semakin tinggi pula derajat dan ruang
lingkup kemanfaatannya bagi masyarakat.?’> Oleh karena
itu kebijakan publik partisipatif dapat terbangun secara
efektif manakala antara yang memerintah dan yang
diperintah sama-sama memiliki kemampuan dan kemauan
untuk mengusahakan terbangunnya sistem yang tidak
hanya jelas dalam perumusannya, tetapi juga pasti dalam
perwujudannya. Dengan kata lain kebijakan publik
partisipatif ini mensyaratkan terbangunnya strong state
dan strong society secara beriringan.*®

Salah satu bentuk partisipasi publik pada dasarnya
sudah dapat diterjemahkan jika suatu pembangunan
memiliki dokumen yang namanya AMDAL (Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan). Tugashya adalah
menginformasikan kepada masyarakat dalam rangka
melakukan pengayaan publik agar terjadi interaksi

argumentasi atau umpan balik berupa masukan, dan

“Muchlis Hamdi, 2014, Kebijakan Publik, Proses Analisis dan
Partisipasi, Bogor, Ghalia Indonesia, him. 148.
% | bid.
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kritikan atas adanya penyelenggaraan pembangunan
tertentu.?* Sehingga dokumen ini dapat di katakan sebagai
dokumen wajib sebagai kritalisasi kebijakan publik. Ada
beragam norma prosedur bahkan bahkan dalam konteks
legislasi yang berkaitan dengan bagaimana, kapan, dan
sejauh mana partisipasi publik diupayakan.

Kebijakan mengenai lingkungan hidup di
Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lingkuangan Hidup. Khususnya
pada Pasal 36 yang mengatakan bahwa;

1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin
lingkungan.

2) lzin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

? Frank fischer, Gerald j. Miller, dkk, Handbook Analisis Kebijakan
Public, Teori Politik, Dan Metode, Bandung,Nusa Media, 2015, him. 182.
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3) lzin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat
dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL.

4) lzin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bentuk perizinan di atas menjadi penting
mengingat konsepsi pembangunan di negeri ini diselimuti
dengan dasar hukum yang sangat kuat. Hal ini akan di
jelaskan lebih detail pada sub-bab selanjutnya. Namun
pada tataran ini sangatlah penting untuk membahas
persoalan dokumen perizinan yang cukup krusial jika
melihat praktek pembangunan yang ada. Pasalnya
dokumen ini bersifat wajib dan terkadang sering kali di
indahkan keberadaannya yaitu AMDAL. Seperti yang
sudah dijelaskan sebelumnya dokumen ini berisikan
prosedur, metode dan syarat pendirian usaha atau kegiatan
lain yang memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan

lingkungan hidup.
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Aturan pelaksana dari Amdal ini terdapat pada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan. Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini
yang dimaksud dengan:

1. lzin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada
setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha
dan/atau Kegiatan

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang
selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai
dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan;
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1. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak
penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki
Amdal.

2. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk
dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.%

2. Teori Pembangunan Hukum
Sejarah perkembangan hukum di Indonesia bahwa
salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi
dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori

Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmaja.

Beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum

Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak

atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara

global adalah sebagai berikut: Pertama, Teori Hukum

Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang

eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia

dengan melihat dimensi dan budaya pada masyarakat

% Lihat PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

28



Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi
teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan
berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka
hakikatnya apabila diterapkan dalam aplikasinya akan
sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia
yang pluralistik. Kedua, secara dimensional maka Teori
Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada
pandangan hidup (way of live) masyarakat serta bangsa
Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat
kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan
kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan
tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi
structure (struktur), culture (kultur) dan substance
(substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W.
Friedman. Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum
Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai
“sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool social

engeneering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat
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diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang
sedang berkembang.?®

Jika dijabarkan lebih detail mengenai teori tersebut
di atas maka akan terlihat jelas apa yang kemudian terjadi
pada situasi sekarang ini, khusunya pada penelitian yang
menjadi fokus kajian peneliti yaitu terkait pembangunan
infrastruktur yang melibatkan aspek ekonomi. Hal ini
kemudian yang menjadi pertentangan adalah, apakah
sebuah  pembangunan tersebut benar-benar lebih
menimbulkan ekses manfaat atau justru lebih banyak
mudaratnya. Pada arena ini sungguh terkadang menjadi
buah simalaka, di satu sisi pembangunan dibutuhkan
untuk meningkatkan revenue daerah dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat jika ditelisik dengan bingkai
general, namun di sisi lain pembangunan tersebut harus
sesuai dengan aspek-aspek sustainable development goal,
atau sering Kkita sebut, bangunan berkelanjutan.

Pembangunan tersebut harus memberikan dampat posistif

Lilik Mulyadi, 2009, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusuma
Atmaja Sebuah Kajian Deskriptif, Jakarta, Mahkamah Agung, 2009, him. 1-2.
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bagi lingkungan, tidak bersifat destruktif, dan bahkan
tetap menjaga kelangsungan dan keberlangsungan
ekosistem.?’

Pembangunan berkelanjutan merupakan
pembangunan yang dilakukan pada masa sekarang tanpa
mengorbankan jangka panjang (masa yang akan datang).
Menurut Soemarwoto,”® pembangunan yang dilakukan
tidak boleh egois untuk kepentingan sendiri meliankan
pembangunan juga memperhatikan kepentingan generasi
yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan telah
menjiwai konsep hukum dalam berbgai Negara yang
berkembang. Beberapa Negara bahkan telah mengambil
prinsip-prinsip  pemebanguanan berkelanjutan sebgai

dasar pengambilan putusan pengadilan.?®

2’ Muhammad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan dan Kebijaksaaan
Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung, Reflikasi Aditama, hIm.98.

28

Otto Soemarwoto, Indoensia dalam Kancah Isu Lingkungan Global,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, him.7.

 Ibid.,
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Dalam pembangunan berkelanjutan menurut
World Comission on Environment and Development
(WCED) terdapat 2 makna yaitu:*°
1) The consept of need, in particular the essensial needs

of the world poor, to which over-riddng priority
should be given ( gagasan kebutuhaan khususnya
esesnsial bagi masyrakat miskin yang garus diberi
priotitas utama)

2) The idea of limitation imposed by the state of
technology and social organization of the environment
is abblity to meet present and future needs. ( gagasan
keterbatasan yang bersumber pada kondisi tekhnologi
dan organisasi social terhadap kemampuan lingkungan
untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan)

Jika melihat sejarah maka tidak dapat dipungkiri
terdapat track pembangunan yang kurang begitu
memuaskan. Salah satu kelemahan dalam perkembangan

Indonesia selama ini, baik dalam masa orde lama maupun

% Gro Harlem Brutland, dkk, Hari Depan Kita Bersama, Gramedia, Jakarta,
1998, him.59.
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orde baru, kurangnya perhatian yang serius terhadap
pembangunan daerah karena kuatnya sentralisme dalam
mengelola negara dan bangsa. Namun di zaman yang
modern ini tentu tidak baik jika sejarah kelam dijadikan
benalu yang justru malah menjadikan runtuhnya semangat
dalam memperjuangkan pembangunan berkelanjutan
dikemudian hari.* Dampak yang timbul dari sentralisme
yang berlarut-larut hingga meledaknya arus demokrasi
yang konon Kkatanya dibawa dari barat tersebut
menjadikan negara ini seolah-olah menjadi lebih baik.
Negara yang berdasarkan hukum hingga negara sejahtera
karena pembangunan hukumnya. Teratur, tertib dan bebas
yang bersifat limitative. Dari ini kemudian hukum
dimanifestasikan sebagai alat pembangunan, sehingga
muncul teori hukum pembangunan.

Teori hukum pembangunan ini paling banyak
dipakai sebagai pisau analisis terhadap episentrum

persoalan ini, menurut hemat penulis cukuplah tepat.

31 Maulani, 2000, Demokrasi dan Pembangunan Daerah, Pustaka
Pelajar dan CRDS, Kalimantan, him. vi.
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Lihat saja apa yang sudah di jelaskan pada di atas, bahwa
teori efektifitas hukum yang diutarakan Friedman yaitu
adanya substance, structure, culture. Sejauh ini memang
penulis belum menemukan referensi manapun atau
diskursus yang bersifat argumentative bahwa ketiganya
tersebut memiliki sifat hirarkies structural, atau egaliter
horizontal. Pertama, apabila ketiganya bersifat hirarkies
structural maka dari tiga poin tersebut saling
mempersyarati, artinya jika poin pertama belum tuntas,
maka poin kedua tidak dapat dikatakan tercapai. Sebagai
ilustrasi bahwa kultul atau budaya menjadi poin pertama,
dan struktur menjadi poin kedua, sehingga gambarannya
adalah jika budaya hukum di Indonesia saja belum beres
bagaimana dengan aparatnya. Buat apa memiliki banyak
aparat apabila masayarakatnya sendiri belum memiliki
kesadaran hukum yang tinggi. Mereka akan tetap
melakukan pelanggaran, bahwa tindak kriminal, walaupun

aparatnya bersifat sedemikian rupa represifnya. Justru
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akan menjadi sebuah alasan untuk melawan atau
membangkang.

Pada persepsi hirarkies, maka ada salah satu yang
saling mengeliminasi, yaitu hal yang memiliki sifat
superior dan ada juga yang bersifat inferior sehingga yang
tinggi akan menegasikan yang rendah. Singkat analogi,
kadar urgensinya memiliki porsi yang berbeda. Kedua,
apabila ketiganya bersifat bersifat egaliter horizontal,
maka memiliki kederajatan yang sama dan tidak saling
menegasikan satu sama lain. Oleh karena itu, karena
porsinya sama, maka ketiganya harus terpenuhi masing-
masing dan tidak ada yang diunggulkan. Secara subtansi
dapat dijelaskan bahwa sebuah term persoalan pasti sudah
ada aturannya. Atau di arena ini sangat berkutat pada
aturan yang berlaku dimana peraturan yang ada akan
bersidat fasilitatif jika terjadi konflik. Seperti halnya pada
KUHPidana yang di tulis oleh Soesilo yang mengatakan

tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas
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kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang
ada terdahulu dari pada perbuatan itu.

Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut lebih dikenal
dengan asas legalitas. Artinya tidak ada pidana bagi
seseorang jika tidak ada peraturan yang berlaku. Asas ini
juga dapat dikatakan aturan babon dari aturan aturan lain.
Artinya di sini penulis ingin menyatakan aura positifisme
di Indonesia sangat kuat. Pada tataran ini sampailah pada
teori yang diutarakan oleh Hans Kelsen tentang Stufenbau
Theory, yang menyatakan bahwa system hukum
merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang
di mana norma hukum vyang paling rendah harus
berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan
kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus
berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar
(grundnorm).® Hal ini sejalan dengan sitem di Indonesia

yang menempatkan undang-undang sebagai hukum

%2 Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia,
Bogor, him. 27

%% Hans Kelsen, 2011, Teori Hukum Murni, Nusa Media, Yogyakarta,
him. 216.

36



tertinggi, walaupun pada dasarnya bahwa hans kelsen
sendiri menyatakan hukum yang paling tinggi adalah
berupa fundamentalnorm dan bersifat abstrak sehingga
dapat di analogikan sebagai pancasila sebagai sumber
segala sumber hukum di Indonesia.

Beberapa pernyataan di atas menunjukkan bahwa
Indonesia sudah memproklamirkan sendiri system hukum
seperti apa yang dipilih. Artinya bahwa republik ini sudah
jelas dibangun berdasarkan konsep negara hukum,
sebagaimana negara-negara lain terbentuk walaupun
memiliki banyak versi terkait negara hukum itu sendiri.
lain dengan Indonesia, lain pula dengan Amerika, Jepang,
dan lain-lain. Paling tidak roh dan semangat
pemberlakuan hukum sama, walaupun penjabarannya
memiliki perbedaan. Ada beberapa tokoh yang sudah
mencoba mendefinisikan arti dari negara hukum, dan
mereka menciptakan konsep tersebut juga berdasarkan

keadaan dimana para pakar tersebut berdomisili.
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Maraknya pemaknaan negara hukum di belahan
dunia sendiri membuat beberapa negara adidaya
memberlakukan negaranya yang berdasarkan hukum. Dua
di antara beberapa negara yang getol dalam
memproklamirkannya yaitu datang dari daratan Eropa
Kontinental dan Anglo-Saxon. Ide negara hukum di
daratan Eropa Kontinental mulai dipopulerkan kembali
pada abad ke-17 oleh dua orang sarjana yaitu Immanuel
Kant dan Friedrich Julius Stahl. Kant memahami negara
hukum sebagai Nachtwaker Staat atau Nachtwachterstaat
(negara penjaga malam) yang tugasnya menjamin
ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut Kant
konsep ini dinamakan negara hukum liberal.**

Lain halnya Kant, yang mana Stahl menawarkan
konsep berbeda tentang negara hukum formil (Rechtstaat)

dengan menambahkan beberapa point penting yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;

¥Muhammad Tahir Ashary, 2004, Negara hukum, Suatu Studi
Tentang  Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari  Segi  Hukum Islam,
Implementasinya Pada Periode Negara Masinah dan Masa Kini, Jakarta,
Kencana, him. 89.
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Pemisahan kekuasaan;
Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada
Peraturan perundang-undangan; dan
Adanya Peradilan Administrasi Negara yang berdiri
sendiri.®
Sementara itu, di Anglo Saxon, khususnya di
Inggris, pemikiran tentang negara hukum sangat
dipengaruhi oleh pemikiran A.V. Dicey. Konsep negara
hukum (Rule of Law) yang diusung olehnya meliputi
Supremacy of Law, Equality before The Law, And
Constitutional Based of Human Rights.*®
Meskipun antara konsep yang diusung oleh Stahl
dengan Rechtstaat sedangkan Dicey dengan The Rule of
Law memiliki perbedaan latar belakang, namun berkat
jasa International Commission of Jurist (ICJ) dengan
menyebarluaskan gagasan tersebut secara universal, yaitu

adanya elemen-elemen yang bersifat similaritas atau

% Dahlan Thaib, 1999, Kedaulatan Rakyat, Negara hukum, dan

Konstitusi, Yogyakarta, Liberty, him. 23.

% Mukthie Fadjar, 2003, Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi

Paradigma, Jawa Timur, In-Trans, him. 9.
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sama. Baik konsep Rechtstaat atau The Rule of Law
memperoleh nafas baru, sehingga hak asasi manusia
(HAM) tidak hanya berkutat pada hak sipil, tetapi juga
hak politik, ekonomi, sosial, dan kultur.®’

Klasifikasi negara hukum tersebut tidak hanya
berhenti pada kedua tokoh besar Dicey dan Stahl, namun
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan kenegaraan,
banyak pakar yang melakukan modifikasi sebagai
gambaran negara hukum yang ideal. Menurut Scheltema
yang dikutip oleh Azhari ada Empat (4) unsur utama
negara hukum dan setiap unsur utama diikuti oleh unsur
turunannya, berikut adalah gambaran unsur-unsur
tersebut:

1. Asas kepastian hukum, yang unsur turunannya adalah:
a. legalitas
b.  Undang-undang yang mengatur tindakan yang
berwenang sedemikian rupa, sehingga warga

dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;

¥ Ibid.
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c.  Peraturan tidak boleh berlaku surut;
d.  Hak asasi dijamin dengan undang-undang dan
e. Pengadilan yang mandir dan bebas dari
intervensi kekuasaan lain.
2. Asas persamaan yang unsur turunannya adalah
a. Tindakan yang berwenang diatur dalam
undang-undang dalam arti materiil
b.  Adanya pemisahan kekuasaan
3. Asas demokrasi yang unsur turunanya adalah
a. Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga
Negara
b. Peraturan untuk badan yang berwenang
ditetapkan oleh parlemen
c.  Parlemen mengawasi tindakan pemerintah
4. Asas pemerintahan untuk rakyat, yang unsur turunanya
adalah
a. Hak asasi dijamin dengan Undang-Undang

Dasar
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b.  Pemerintahan secara efektif dan efisien.®

Pendapat lain datang dari seorang Juris bernama

Berry M. Hager, dalam bukunya berjudul The Rule of

Law: A Lexicon for Policy Maker, memperluas unsur-

unsur Rule of Law dengan menawarkan inti dari elemen-

elemennya sebagai berikut:

Constitutionalism (kosntitusionalisme);

Law Governs The Government (hukum yang
mengatur pemerintahan);

An Independent Judiciary (independensi peradilan);
Law Must be Fairly and Consistently Applied (hukum
harus diterapkan secara jujur dan konsisten);

Law is Transparent and Accessable to All (hukum
transparan dan dapat diakses oleh semua orang);
Application of the Law is Efficient and Timely

(penerapan hukum yang tepat waktu dan tepat guna);

% Ashary, 1995, Negara hukum Indonesia, Analisis Yuridis
Normative Tentang Unsur-Unsurnya, Ul Press, Jakarta, him. 50
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Property and Economic Right are Protected
Including Contract (hak milik dan hak ekonomi
termasuk kontrak dilindungi);

Human and Intellectual Right are Protected (hak
asasi dan hak intelektual dilindungi); dan

Law can be Changed by an Established Process
Which Itself is Transparent and Accessable to All
(hukum dapat diubah sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan secara transparan dan dapat diakses oleh
semua orang).*

Definisi-definisi tersebut di atas sering kali

menjadi perdebatan akademik yang menyehatkan. Pasal
sampai hari ini pun pengertian bahwa suatu negara
menganut negara hukum tidaklah dapat diseragamkan.
Artinya paling tidak semua sepakat bahwa negara hukum

di berlakukan berdasarkan kesepakatan bersama, atau

¥ | Dewa Gede Atmadja, Suko Wiyono, et al, 2015, Teori

Konstitusi dan Konsep Negara hukum, Jaawa Timur, Setara Press, him.

145
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lebih umumnya seperti Indonesia negara hukum itu adalah
negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada kontek penelitian ini yang mana pada
awalnya berusaha mendudukan persoalan pendirian The
Lost World Castle ini pada tiga konsep berlakunya hukum
maka tentu alangkah lebih bijak dan arifnya, penulis
menganalisis satu persatu kelengkapan dari tiga poin
tersebut, mulai dari subtansi yaitu peraturan perundang-
undangannya apakah sudah ada, baik mengenai perizinan
atau aturan lain yang melegitimasinya, kemudian secara
struktur, penulis melihat dari aparat penegak hukum,
apabila terjadi pelanggaran apakah akan di tindak dengan
benar atau tidak, atau aparat serta lembaga pengaduan
yang sudah di sediakan pemerintah sebagai balai
konsultasi untuk masyarakat baik pemerintah provinsi,
kabupaten atau kota. Kemudian yang terakhir terkait
dengan kultur sebagaimana yang sudah dijelaskan
sebelumnya bahwa kesadaran hukum bagi masyrakat

cukup penting karena mempengarui Ketertiban dan
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efektifitas hukum yang berlaku. Kesemuanya tersebut
dijelakan di sub-bab selanjutnya dalam term tinjauan teori

ini.

1.3.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahsan dalam sebuah
karya ilmiah ini maka penyusun mendiskripsikan susunan
pembahasan secara sistematis. Seluruh penelitian ini
terdidir dari 5 bab pembhasan setiap bab terdiri dari sub
bab pembahasan. Berikut adalah rincian susunan
pembahsan:

Bab pertama meupakan pendahuluan yang terdiri
dari latar belakang masalah merupakan dari gambaran
umum dari sebuah permasalahan yang akan dijadikan
kajian penelitian ini, dan emudian disusun rumusan
masalah yang sesuai, untuk mengangkat permasalah
dalam penulisan ini, setelah itu penulis menyebutkan
tujuan dan manfaat yang dapat dimanfaatkan baik secara

teoritis ataupun praktis. Telaah pustaka guna menghindari
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terjadi persamaan penelitian dan untuk refresnsis dan
literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka
teoritik akan digunakan untuk mengupas permasalahan
dalam penelitian ini , metode penelitian yaitu metode apa
saja yang peneliti gunakan untuk membahas penelitian ini.
Serta sistematika penulisian yang berisis jaara sususnan
pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua akan membahas tentang tinjauan
pustaka yang menjelaskna mengenai penegertian tata
ruang, perizinan, dan Prinsip-Prinsip Pembangunan
Pariwisata Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkuangan Hidup.

Bab ketiga membahas mengenai Metodologi
penelitian. Yanag mengkaji jenis penelitian yang
menggunakan normative empiris, sifat penelitian yang
menggunakan deskriptif analisis, pendekatan penelitian
ini menggunakan yuridis empiris,sumber data penelitian
menggunakan data primer data sekunder dan data tersier,

metode pengumpulan Penelitian ini menggunakan metode
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kepustakaan (Library Reseach) dan lapangan (Field
Researh).dan analisis data

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian
dan analisis pendirian bangunan the lost world castle
dintinjau dari undang —undang nomor 26 tahun 2007
tentang penataan ruang.

Bab kelima berisi tentang penutup, kesimpulan,

saran, daftar pustaka, lampiran dan biodata.
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